SALINAN

NOMOR 13/2021

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

: bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan

Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2022

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik



Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 11

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



10.

11s

12,

13.

14,

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



15.

16.

1%,

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



22.

23.

24.

25.

26.

27,

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasiﬁ}{asi, Kodeﬁl;asi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembaﬁgunaﬂ dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 2);



Menetapkan

28.

29,

30.

31.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Malang Tahun  2010-2030 (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor S5 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5,
Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Malang
Provinsi Jawa Timur 179-5/2019);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2019 Nomor 1 Nomor Register Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 56-1/2019);

Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
(Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
'PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

2.

3.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Malang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

Walikota adalah Walikota Malang.



10.

11.

12.

13.

14,

15.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya  disingkat DPRD adalah  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Kota Malang.

Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah
Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Malang.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah
Kota Malang.

Dinas adalah Dinas Daerah Kota Malang.
Badan adalah Badan Daerah Kota Malang.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah

yang dipimpin oleh Camat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan

berpedoman pada:
RKPD Tahun 2022; dan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

a.
b.

(1)

(2)

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Dokumen Renja Perangkat Daerah untuk masing-

masing perangkat daerah tersusun berdasarkan

sistematika yang terdiri atas:

a.
b.
G
d.

€.

pendahuluan;

hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
dan

penutup.

Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen

Renja Perangkat Daerah untuk masing-masing

perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

dengan urutan sebagai berikut:

a.

b.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Renja Dinas Kesehatan;

Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Renja Satuan Polisi Pamong Praja;

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



Y.

Z.

Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Bencana,;

Renja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
Renja Dinas Lingkungan Hidup;

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,;
Renja Dinas Perhubungan;

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan;

Renja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan

Pariwisata;

Renja Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip

Daerah;
Renja Sekretariat Daerah;

Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Renja Badan Pendapatan Daerah;

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia;

Renja Inspektorat Daerah;

Renja Kecamatan Klojen;

Renja Kecamatan Blimbing;

Renja Kecamatan Kedungkandang;

Renja Kecamatan Lowokwaru;

aa. Renja Kecamatan Sukun; dan

bb. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



BAB IV
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila
terjadi perubahan atas RKPD.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan
sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah

merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan.

-10-



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan

menempatkan dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Agustus 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI
Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMORI(3

Salinan sesuai denga
KEPALA BAGIA

slinya
KUM,

r. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002
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BAB V
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Malang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama

tahun 2022.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini
meliputi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2022. Rencana program ini pengembangannya akan disesuaikan dengan
dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya bidang politik dan
keamanan di Kota Malang. Dengan demikian, rencana program ini memiliki
fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses
pembangunan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna,

serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu program dan
kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan
acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam
mewujudkan sasaran

b. Kaidah - kaidah pelaksanaan yaitu:

1. Renja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan
Bakesbangpol

2. Bakesbangpol berkewajiban menjamin konsistensi antara Renja
Perangkat Daerah dengan Renstra

3. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bakesbangpol sangat tergantung dari
peran seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya

c. Rencana tindak lanjut
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renja
Bakesbangpol Tahun 2022, Bakesbangpol berkewajiban untuk melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen

Renja Bakesbangpol Tahun 2022.

Salinan sesuai den aslinya

KEPALA BAGIAX HUKUM, WALIKOTA MALANG,
ttd.
r. SUPARNO, SH, M. Hum SUTIAJI

Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002



